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BAB I
PENDAHULUAN
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A. Latar Belakang
Kabupaten Muara Enim adalah kabupaten di provinsi Sumatera Selatan,
Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Muara Enim, Muara
Enim. Salah satu perusahan tambang batu bara PT Bukit Asam berada di
kabupaten ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul.
Secara geografis posisi Kabupaten Muara Enim terletak antara 4° sampai 6°
Lintang Selatan dan 104° sampai 106° Bujur Timur. Kabupaten Muara Enim
merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.483,06 km², terdiri atas 22
kecamatan, 246 desa, dan 10 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak
612.900 jiwa.

Kondisi topografi daerah cukup beragam, daerah dataran tinggi di bagian
barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan,
meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende darat
Tengah dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah, berada di
bagian tengah (Muara Enim, Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, Rambang
Dangku, Rambang, Lubai) terus ke utara–timur laut, terdapat daerah rawa
yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi, meliputi
Kecamatan Gelumbang, Sungai Rotan, dan Muara Belida.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus memacu penerapan tata kelola dan
manajemen pemerintahan digital berbasis elektronik guna meningkatkan
keterpaduan maupun efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Adapun
indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2023 menjadi yang
terbaik di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu 3,0 atau predikat Baik dan berada
diatas rata-rata indeks SPBE nasional, yaitu 2,7.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Muara_Enim,_Muara_Enim
https://id.wikipedia.org/wiki/Muara_Enim,_Muara_Enim
https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara
https://id.wikipedia.org/wiki/PT_Bukit_Asam
https://id.wikipedia.org/wiki/Lawang_Kidul,_Muara_Enim
https://id.wikipedia.org/wiki/Barat_daya
https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit_Barisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Musi


B. Visi dan Misi Pemerintah Daerah
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“MUARA ENIM UNTUK RAKYAT YANG
AGAMIS, BERDAYA SAING, MANDIRI,
SEHAT DAN SEJAHTERA”

Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang beriman, bertakwa, cerdas
dan mandiri.

Mewujudkan pembinaan anak yatim, yatim
piatu dan duafa dan bantuan langsung
kepada keluarga miskin hingga mandiri.

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah
melalui penguatan komoditas dan produk
unggulan desa di sektor agribisnis,
agroindustri dan agropolitan.

Mewujudkan pendidikan dan kesehatan
yang mudah dijangkau dan bebas biaya.

Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur
dasar yang berkualitas secara merata dan
mendukung terwujudnya jalan TOL Muara
Enim-Indralaya-Palembang.

Memanfaatkan Potensi SDA untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dan
industri dengan memperhatikan
pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
profesional, kredibel dan berorientasi pada
peningkatan pelayanan publik.



BAB II
ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM
A. Domain proses bisnis

1. RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
2. RAB.02.01.03 PENINGKATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BARANG DAN JASA
SERTA INDUSTRI HALAL DALAM NEGERI
3. RAB.02.01.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF
4. RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM
NEGERI
5. RAB.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
6. RAB.02.02.05 PENINGKATAN KINERJA EKSPOR NASIONAL
7. RAB.02.02.07 OPTIMALISASI REKOMENDASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN
8. RAB.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
9. RAB.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA 
10. RAB.02.03.06 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA 
11. RAB.02.03.07 PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PERTANIAN 
12. RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN 
13. RAB.02.03.14 PENGELOLAAN PUPUK DAN PESTISIDA
14. RAB.02.03.15 PENGELOLAAN IRIGASI PERTANIAN, KONSERVASI AIR DAN
LINGKUNGAN HIDUP 
15. RAB.02.03.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN 
16. RAB.02.03.18 PENGELOLAAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG
PERTANIAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
17. RAB.02.03.19 KETERSEDIAN PANGAN
18. RAB.02.03.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN
19. RAB.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI 
20. RAB.02.03.22 KEAMANAN PANGAN
21. RAB.02.03.23 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN 
22. RAB.02.04.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN 
23. RAB.02.04.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
24. RAB.02.04.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN 
25. RAB.02.04.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN
PERKEBUNAN 

5



26. RAB.02.04.05 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS TANAMAN
PERKEBUNAN 
27. RAB.02.04.06 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS TANAMAN
PERKEBUNAN 
28. RAB.02.04.10 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
PEMBANGUNAN TANAMAN PERKEBUNAN 
29. RAB.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/BIBIT TERNAK 
30. RAB.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN 
31. RAB.02.05.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 
32. RAB.02.05.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
PEMBANGUNAN PETERNAKAN 
33. RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 
34. RAB.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA 
35. RAB.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN 
36. RAB.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN 
37. RAB.02.07.04 PENGUATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA 
38. RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 
39. RAB.02.08.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL 
40. RAB.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
41. RAB.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 
42. RAB.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
43. RAB.02.09.03 PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI 
44. RAB.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI
45.RAB.02.10.01 USAHA MIKRO 
46. RAB.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH 
47. RAB.02.10.03 KEWIRAUSAHAAN 
48. RAB.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA 
49. RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA 
50. RAB.02.11.04 PEMASARAN PARIWISATA 
51. RAB.02.11.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN (EVENTS) 
52. RAB.02.11.06 KEBIJAKAN STRATEGIS PARIWISATA
53. RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG
PUPR 
54. RAB.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG
PUPR 
55.RAB.03.02.05 FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 
56. RAB.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
TRANSPORTAS
57. RAB.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI 
58. RAB.03.03.05 PENGELOLAAN SDM TRANSPORTASI 
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59. RAB.03.03.07 PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN 
60. RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 
61. RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS 
62. RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN 
63. RAB.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG
DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN
PERDESAAN 
64. RAB.03.05.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN
PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN 
65. RAB.03.05.03 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN 
66. RAB.03.05.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN
PERDESAAN (
67. RAB.03.05.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA 
68. RAB.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG 
69. RAB.03.06.03 KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DAN RUANG 
70. RAB.03.06.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH 
71. RAB.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK
72. RAB.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI 
73. RAB.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA 
74. RAB.03.07.04 PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT 
75. RAB.03.07.05 PENDATAAN KELUARGA 
76. RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN 
77. RAB.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN 78. RAB.04.01.03
PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN 
79. RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
80. RAB.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
81. RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT 
82. RAB.04.01.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA (P4GN) 
83. RAB.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
84. RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL 
85. RAB.04.02.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL 
86. RAB.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
87. RAB.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL 
88. RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 
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89. RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER
90. RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER(1) 
91. RAB.04.03.02 PEMENUHAN HAK ANAK 
92. RAB.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN 
93. RAB.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 
94. RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT 
95. RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM 
96. RAB.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
97. RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 
98. RAB.06.01.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI
PENDIDIKAN 
99. RAB.06.01.06 PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN
100. RAB.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
101. RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
102. RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
103. RAB.06.02.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
104. RAB.06.02.05 PENGELOLAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
105. RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
106. RAB.06.03.03 PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI\
107. RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
108. RAB.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
109. RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
110. RAB.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU
111. RAB.07.02.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
112. RAB.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN
113. RAB.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
114. RAB.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH
115.RAB.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
116. RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
117. RAB.08.02.02 PENGELOLAAN PROGRAM KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
118. RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES
INFORMASI
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119. RAB.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN
120. RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
121. RAB.09.01.02 OTONOMI DAERAH
122. RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
123.RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH
124.  RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
125. RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
126. RAB.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA
127. RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
128. RAB.09.02.04 PENGELOLAAN PENGELUARAN DAN BELANJA NEGARA
129. RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
130. RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
131. RAB.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
INFORMATIKA
132. RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
133. RAB.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
134. RAB.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
135. RAB.09.03.06 PENYIARAN RADIO PUBLIK
136. RAB.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
137. RAB.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
138. RAB.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
139. RAB.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
140. RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
141. RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI,
PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
142. RAB.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
143. RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
144. RAB.09.07.02 PEMBERIAN ANALISIS PENDAPAT HUKUM DAN
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
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Domain Layanan
RAL.01.13.01 PEMBINAAN KOPERASI 1.
RAL.01.13.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI 2.
RAL.01.14.01 USAHA MIKRO 3.
RAL.01.14.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH4.
RAL.01.14.03 KEWIRAUSAHAAN5.
RAL.01.22.03 KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DAN RUANG 6.
RAL.01.28.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7.
RAL.01.28.03 PEMASYARAKATAN 8.
RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 9.
RAL.01.32.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS10.
RAL.01.32.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

11.

RAL.01.32.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

12.

RAL.01.32.05 PENGELOLAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN13.
RAL.02.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA14.
RAL.02.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH

15.

RAL.02.02.10 PENGELOLAAN FISKAL LAINNYA16.
RAL.02.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH17.
RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA18.
RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR19.
RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI,
PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

20.

RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK21.
RAL.02.06.15 DUKUNGAN KEARSIPAN22.
 RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI,
PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

23.

RAL.02.08.06 KERJA SAMA ANTAR INSTANSI24.
RAL.02.09.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
INFORMATIKA

25.

 RAL.02.09.02 PENYELENGGARAAN INFORMATIKA26.
RAL.02.09.04 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI27.
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Diseminasi informasi pencegahan kebocoran data pada portal pemerintah
kabupaten muara enim 

1.

Peringatan Keamanan "Waspadai Modus Baru Penyebaran Ransomware
menggunakan Android Package Kit (.apk) via Media Sosial" 

2.

Publikasi dokumen panduan keamanan penggunaan sosial media facebook 3.
Publikasi dokumen panduan keamanan youtube 4.
Publikasi video Keamanan Siber "Waspada Malware" 5.
RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN 6.
RAK.01.03 REGULASI LAINNYA 7.
RAK.02.01 EDUKASI KESADARAN KEAMANAN SPBE 8.
RAK.02.02 IDENTIFIKASI KERENTANAN KEAMANAN SPBE 9.
RAK.02.03 PENINGKATAN KEAMANAN SPBE 10.
RAK.02.04 PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN SPBE 11.
SOP Penerbitan Sertifikat elektronik 12.
Sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Melalui Email Sanapati13.
Sosialisasi Keamanan Informasi 2019 14.
Sosialisasi Keamanan Informasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 15.
Surat Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik 

16.

Surat Keputusan Bupati Muara Enim tentang Tim Perlindungan Informasi Pada
Aset Fasilitas Penting Milik atau yang akan digunakan Pejabat di lingkungan
pemerintah kabupaten muara enim

17.

 Surat Keputusan Bupati Muara Enim Tentang Tim Respon Insiden Siber
Pemerintah Kab. Muara Enim (MuaraEnimKab-CSIRT) 

18.

 Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara
Enim Tentang Tim Pelaksana dan Pedoman Manajemen Keamanan Data dan
Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara
Enim 

19.

Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara
Enim Tentang Tim Pelaksana Manajemen Keamanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik PemerintahKabupaten Muara Enim 

20.

Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Muara
Enim Tentang Tim Pelaksana Manajemen Keamanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim 

21.

Domain Keamanan



Domain Infrastruktur
1. RAI.01.01 PUSAT DATA 
2. RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI 
3. RAI.01.03 PUSAT KENDALI 
4. RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH 
5. RAI.02.02 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH 
6. RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI 
7. RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN 

Domain Data
1. RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM
NEGERI 
2. RAD.02.04.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
3. RAD.02.05.03 PENGELOLAAN PAKAN TERNAK 
4. RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 
5. RAD.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA 
6. RAD.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN 
7. RAD.02.08.02 KERJA SAMA PENANAMAN MODAL 
8. RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI 
9. RAD.02.10.01 USAHA MIKRO 
10. RAD.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH 
11. RAD.02.10.03 KEWIRAUSAHAAN 
12. RAD.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA 
13. RAD.02.11.04 PEMASARAN PARIWISATA 
14. RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG
PUPR 
15. RAD.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 
16. RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK 
17. RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN 
18. RAD.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN 
19. RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT 
20. RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA (
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21. RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 
22. RAD.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
23. RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
24. RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
25. RAD.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA
26. RAD.09.02.04 PENGELOLAAN PENGELUARAN DAN BELANJA NEGARA
27. RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
INFORMATIKA
28. RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
29. RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA
30. RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

13

Domain Aplikasi

1. RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK 
2. RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 
3. RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU 
4. RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU 
5. Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE Pemerintah Kab. Muara Enim 



Untuk Peta Katalog Proses Bisnis yang telah disusun dalam Sistem Informasi
Arsitektur SPBE V2 secara detail sebagai berikut:

RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI 

RAB.02.01.03 PENINGKATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BARANG DAN JASA
SERTA INDUSTRI HALAL DALAM NEGERI 

14

A. Domain proses bisnis



RAB.02.01.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF 

RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM
NEGERI 
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RAB.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA 

RAB.02.02.05 PENINGKATAN KINERJA EKSPOR NASIONAL

RAB.02.02.07 OPTIMALISASI REKOMENDASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN 
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RAB.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 

RAB.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA 

RAB.02.03.06 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA 
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RAB.02.03.07 PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PERTANIAN 

RAB.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA 

RAB.02.03.06 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA 
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RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN

RAB.02.03.14 PENGELOLAAN PUPUK DAN PESTISIDA 

19



RAB.02.03.15 PENGELOLAAN IRIGASI PERTANIAN, KONSERVASI AIR DAN
LINGKUNGAN HIDUP 

RAB.02.03.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN 

RAB.02.03.18 PENGELOLAAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG
PERTANIAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 

20



RAB.02.03.19 KETERSEDIAN PANGAN 

RAB.02.03.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN 
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RAB.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI 

RAB.02.03.22 KEAMANAN PANGAN 
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RAB.02.03.23 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN 

RAB.02.04.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN 

RAB.02.04.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN 
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RAB.02.04.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN
PERKEBUNAN 

RAB.02.04.05 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS TANAMAN
PERKEBUNAN 

RAB.02.04.06 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS TANAMAN
PERKEBUNAN 
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RAB.02.04.10 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
PEMBANGUNAN TANAMAN PERKEBUNAN 

RAB.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/BIBIT TERNAK 

RAB.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN 
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RAB.02.05.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER  

RAB.02.05.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
PEMBANGUNAN PETERNAKAN

RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
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RAB.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA 

RAB.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN 

RAB.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN 
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RAB.02.07.04 PENGUATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA 

RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
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RAB.02.08.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL 

RAB.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

RAB.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 
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RAB.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI 

RAB.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI 
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RAB.02.10.01 USAHA MIKRO

RAB.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH

RAB.02.10.03 KEWIRAUSAHAAN 
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RAB.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA
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RAB.02.11.04 PEMASARAN PARIWISATA

RAB.02.11.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN (EVENTS) 

RAB.02.11.06 KEBIJAKAN STRATEGIS PARIWISATA
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RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR 

RAB.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG
PUPR 

RAB.03.02.05 FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 
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RAB.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI 

RAB.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI 

RAB.03.03.05 PENGELOLAAN SDM TRANSPORTASI
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RAB.03.03.07 PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN 

RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 

RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS 
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RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN 

RAB.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG
DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN
PERDESAAN

RAB.03.05.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN
PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN 
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RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN 

RAB.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG
DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN
PERDESAAN

RAB.03.05.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN
PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN 
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RAB.03.05.03 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN

RAB.03.05.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN
PERDESAAN 
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RAB.03.05.03 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN 

RAB.03.05.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN
PERDESAAN 
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RAB.03.05.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA 

RAB.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG 
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RAB.03.05.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA

RAB.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG 
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RAB.03.06.03 KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DAN RUANG

RAB.03.06.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH 

RAB.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK 
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RAB.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI 

RAB.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA 

RAB.03.07.04 PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT 
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RAB.03.07.05 PENDATAAN KELUARGA

RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN 
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RAB.03.07.05 PENDATAAN KELUARGA 

RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN 
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RAB.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN 

RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN 

RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN 
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RAB.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 

RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT

48



RAB.04.01.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA (P4GN) 

RAB.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 
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RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL 

RAB.04.02.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
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RAB.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

RAB.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL 
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RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 

RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER 
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RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER(1) 

RAB.04.03.02 PEMENUHAN HAK ANAK

RAB.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN 
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RAB.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 

RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM 
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RAB.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
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RAB.06.01.06 PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN 

RAB.06.01.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN 
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RAB.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
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RAB.06.02.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

RAB.06.02.05 PENGELOLAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
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RAB.06.03.03 PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI

RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA

RAB.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

59



RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL

RAB.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU

RAB.07.02.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
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RAB.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN

RAB.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

RAB.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH
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RAB.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN

RAB.08.02.02 PENGELOLAAN PROGRAM KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
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RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES
INFORMASI

RAB.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN

RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
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RAB.09.01.02 OTONOMI DAERAH

RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA

RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH
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RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN

RAB.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA
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RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA

RAB.09.02.04 PENGELOLAAN PENGELUARAN DAN BELANJA NEGARA

RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
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RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RAB.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA

RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
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RAB.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

RAB.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK

RAB.09.03.06 PENYIARAN RADIO PUBLIK
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RAB.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

RAB.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

RAB.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
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RAB.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI,
PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
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RAB.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
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RAB.09.07.11 PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

RAB.09.07.02 PEMBERIAN ANALISIS PENDAPAT HUKUM DAN RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
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As-Is BPMN Diagram (as-is) Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,Tera
Ulang

Identifikasi Domain Arsitektur SPBE (As-Is dan
To-Be) 

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Sertifikasi Bibit Unggul
Pertanian/Perkebunan(1)

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pengembangan Pertanian pada Lahan
Kering

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pengembangan Pertanian pada Lahan
Kering

76



As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pengembangan Intensfikasi Tanaman Padi
dan Palawija

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pengembangan Intensfikasi Tanaman
Padi dan Palawija
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
kebijakan Subsidi Pertanian

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
kebijakan Subsidi Pertanian
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pengembangan Infrastruktur dan
Kelembagaan Pengelolaan Lahan dan Air

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pengembangan Infrastruktur dan
Kelembagaan Pengelolaan Lahan dan Air
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As-Is BPMN Diagram (as-is) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

To-Be BPMN Diagram (to-be) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
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As-Is BPMN Diagram (as-is) Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan
Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

To-Be BPMN Diagram (to be) Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan
Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
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As-Is BPMN Diagram (as-is) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten / Kota
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To-Be BPMN Diagram (to-be) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten / Kota
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan
dan Gizi

To-Be BPMN Diagram (to-be) Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan
Gizi
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan
Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten / Kota

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan,
dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Penguatan Kelembagaan Keamanan
Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penguatan Kelembagaan Keamanan
Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Rekomendasi Periizinan Keamanan Pangan
Segar Asal Tumbuhan

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Rekomendasi Periizinan Keamanan
Pangan Segar Asal Tumbuhan
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As-Is BPMN Diagram (as-is) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan
Infrastruktur Logistik

To-Be BPMN Diagram (to-be) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan
Infrastruktur Logistik
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As-Is BPMN Diagram (as-is) Penyusunan dan Penetapan Konsumsi Pangan Per
Kapita Per Tahun

To-Be BPMN Diagram (to-be) Penyusunan dan Penetapan Konsumsi Pangan
Per Kapita Per Tahun
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As-Is BPMN Diagram (as-is) Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan
Kabupaten/Kota
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To-Be BPMN Diagram (to-be) Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan
Kabupaten/Kota
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penyediaan Pangan Berbasis Sumber
Daya Lokal
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Peningkatan Perlindungan Tanaman Perkebunan

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Peningkatan Perlindungan Tanaman Perkebunan

As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian/Perkebunan

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian/Perkebunan
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Tanaman Karet,
Kopi dan Kelapa Sawit

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Tanaman
Karet, Kopi dan Kelapa Sawit
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Karet,
Kopi dan Kelapa Sawit

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman
Karet, Kopi dan Kelapa Sawit

97



As-Is BPMN Diagram (as-is)BPMN Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit menular Ternak

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit menular Ternak
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pengembangan Bibit Ikan Unggul

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pengembangan Perikanan

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Perencanaan dan Pengembangan
Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pengembangan dan Penguatan Informasi dan
Database Perikanan (Sosialisasi TDUP)
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To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Sosialisasi Pelayanan Usaha Perikanan

As-Is BPMN Diagram (as-is) Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Perikanan

 To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran
dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

102



As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN GEMARIKAN

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN GEMARIKAN/Penanggulangan Stunting
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan
Hasil Perikanan

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Sosialisasi Diversifikasi Produk Olahan
Ikan
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pameran di Kabupaten Muara Enim

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pameran Produk Perikanan

105



As-Is BPMN Diagram (as-is) Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil
Perikanan (Publikasi Harga Ikan)

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk
Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pelestarian Sumber Daya Perikanan Perairan
Umum(1)

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pengelolaan Kesehatan Ikan dan
Lingkungan Budidaya dalam 1(satu) Daerah Kab/Kota
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pelestarian Sumber Daya Perikanan Perairan
Umum)

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Perencanaan, Pengembangan,
Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
(Penebaran Ikan Lokal di Perairan Umum)
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman
Modal Daerah Kabupaten / Kota

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pelaksana Kegiatan Promosi Penanaman
Modal Daerah Kabupaten / Kota
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan
Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

110



As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pengembangan Kapasitas SDM Bidang
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pengembangan Kapasitas SDM Bidang
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
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As-Is BPMN Diagram (as-is) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penetapan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Jasa Konstruksi

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Jasa Konstruksi
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Koordinasi dalam pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan

To-Be BPMN Diagram koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas
dan angkutan

To-Be BPMN Diagram to-be sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan
angkutan
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Fasilitasi dan Penyusunan Profil Desa

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

117



As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan desa

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Fasilitas Bimbingan Teknisi Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan desa
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak
stunting

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak
stunting
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
Bagi Keluarga Miskin

120



As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan
PMS di Sekolah

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS
di Sekolah
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As-Is BPMN Diagram (as is) BPMN Rujukan ODGJ

To-Be BPMN Diagram Rujukan ODGJ
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As-Is BPMN Diagram (as is) BPMN Rujukan Kelompok Rentan

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Rujukan Kelompok Rentan
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As-Is BPMN Diagram (as is) BPMN Pemeliharaan Anak Terlantar

To-Be BPMN Diagram (to be) Pemeliharaan Anak Terlantar
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As-Is BPMN Diagram (as is) BPMN Penyediaan Alat Bantu

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penyediaan Alat Bantu
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pelayanan Orang Terlantar

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pelayanan Orang Terlantar

As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat

127



As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pelayanan Pembuatan BPJS-JK

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pelayanan Pembuatan BPJS-JK
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As-Is BPMN Diagram (as is) Pemberian Asuransi Kematian

To-Be BPMN Diagram Pemberian Asuransi Kematian
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As-Is BPMN Diagram (as is) BPMN Pemberian Bantuan Langsung Tunai

As-Is BPMN Diagram Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
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As-Is BPMN Diagram Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten/Kota (as is)

1. To-Be BPMN Diagram Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten/Kota (to be)
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As-Is BPMN Diagram Pelayanan Bantuan Tanggap Bencana (as is)

To-Be BPMN Diagram Pelayanan Bantuan Tanggap Bencana (to be)
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Respon Cepat Darurat Bencana

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Respon Cepat Darurat Bencana

134



As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari
Kerja

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan
Instruktur BLK

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Kepelatihan dan Instruktur BLK
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
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As-Is BPMN Diagram (as-is) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan

As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pembinaan PIK Remaja

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pembinaan PIK Remaja
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan 

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan 
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
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As-Is BPMN Diagram Penyediaan Titik Baca

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penyediaan Titik Baca
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Penyusunan RKA dan DPA Sekretariat Daerah

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penyusunan RKA / DPA Sekretariat Daerah
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Penyusunan RKA dan DPA Sekretariat Daerah

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penyusunan RKA / DPA Sekretariat Daerah
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Penanganan Pengaduan Masyarakat

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penanganan Pengaduan Masyarakat
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Penilaian MCP KPK

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penilaian MCP KPK
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Pemantauan Tindaklanjut (PTL) BPK 

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Pemantauan Tindaklanjut (PTL) BPK 
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Muara Enim

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Muara Enim
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Penilaian Zona Integritas

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Penilaian Zona Integritas

154



As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Fasilitasi Pengajuan Keputusan Bupati

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN Fasilitasi Pengajuan Keputusan Bupati
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As-Is BPMN Diagram (as-is) BPMN Fasilitasi bantuan hukum

To-Be BPMN Diagram (to-be) BPMN-Fasilitasi bantuan hukum
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RAL.01.13.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI 

Domain Layanan

RAL.01.13.01 PEMBINAAN KOPERASI 
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RAL.01.14.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH 

Domain Layanan
RAL.01.14.01 USAHA MIKRO 

RAL.01.14.03 KEWIRAUSAHAAN 
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RAL.01.28.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

RAL.01.22.03 KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DAN RUANG 

RAL.01.28.03 PEMASYARAKATAN 
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RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 

160

RAL.01.32.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS



RAL.01.32.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

161

RAL.01.32.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

RAL.01.32.05 PENGELOLAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN



RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN

162

RAL.02.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA



RAL.02.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH

163

RAL.02.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH

RAL.02.02.10 PENGELOLAAN FISKAL LAINNYA



RAL.02.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

164

RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI,
PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

165

RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

RAL.02.06.15 DUKUNGAN KEARSIPAN



RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI,
PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

166

RAL.02.08.06 KERJA SAMA ANTAR INSTANSI

RAL.02.09.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA



RAL.02.09.02 PENYELENGGARAAN INFORMATIKA

167

RAL.02.09.04 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI



Diseminasi informasi pencegahan kebocoran data pada portal pemerintah
kabupaten muara enim 

Domain Keamanan

Peringatan Keamanan "Waspadai Modus Baru Penyebaran Ransomware
menggunakan Android Package Kit (.apk) via Media Sosial" 

Publikasi dokumen panduan keamanan penggunaan sosial media facebook 

168



Publikasi dokumen panduan keamanan youtube 

Publikasi video Keamanan Siber "Waspada Malware" 

RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN

169



RAK.01.03 REGULASI LAINNYA

RAK.02.01 EDUKASI KESADARAN KEAMANAN SPBE
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RAK.02.02 IDENTIFIKASI KERENTANAN KEAMANAN SPBE 

RAK.02.03 PENINGKATAN KEAMANAN SPBE

RAK.02.04 PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN SPBE 

171



SOP Penerbitan Sertifikat elektronik 

Sosialisasi Keamanan Informasi 2019 

Sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Melalui Email Sanapati

Sosialisasi Keamanan Informasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 

172



Surat Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Surat Keputusan Bupati Muara Enim tentang Tim Perlindungan Informasi
Pada Aset Fasilitas Penting Milik atau yang akan digunakan Pejabat di
lingkungan pemerintah kabupaten muara enim 

Surat Keputusan Bupati Muara Enim Tentang Tim Respon Insiden Siber
Pemerintah Kab. Muara Enim (MuaraEnimKab-CSIRT) 
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Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara
Enim Tentang Tim Pelaksana dan Pedoman Manajemen Keamanan Data dan
Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten
Muara Enim 

Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Muara
Enim Tentang Tim Pelaksana Manajemen Keamanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim 

Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kab. Muara Enim 
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RAI.01.01 PUSAT DATA 

RAI.01.02 PUSAT KOMPUTASI 

Domain Infrastruktur
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RAI.01.03 PUSAT KENDALI 

RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH 

RAI.02.02 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH 

176



RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI 

RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN 

177



RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM
NEGERI 

RAD.02.04.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN 

Domain Data

RAD.02.05.03 PENGELOLAAN PAKAN TERNAK 

178



RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 

RAD.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA 

RAD.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN 

179



RAD.02.08.02 KERJA SAMA PENANAMAN MODAL 

RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI 

RAD.02.10.01 USAHA MIKRO 

180



RAD.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH 

RAD.02.10.03 KEWIRAUSAHAAN 

RAD.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA 

181



RAD.02.11.04 PEMASARAN PARIWISATA 

RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG
PUPR 

RAD.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 

182



RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK 

RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN 

RAD.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN 

183



RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT 

RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 

184



RAD.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

185

RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA



RAD.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA

RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

186

RAD.09.02.04 PENGELOLAAN PENGELUARAN DAN BELANJA NEGARA



RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA

RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

187

RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK



 RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK

188

RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK



RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK 

Domain Aplikasi

RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

189



Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE Pemerintah Kab. Muara Enim 

RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU 

190



(Gap) Pemeliharaan Anak Terlantar 

(Gap) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak stunting 

Katalog GAP

(Katalog Gap) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 

191



(Katalog Gap) Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD 

(Katalog Gap) Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 

192



Katalog gap Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan

Fasilitasi dan Penyusunan Profil Desa 

193



Gap - Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 

Gap - Pengembangan Infrastruktur dan Kelembagaan Pengelolaan Lahan dan
Air 

194



Gap - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 

GAP - Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 

195



Gap - Sosialisasi Diversifikasi Produk Olahan Ikan 

Gap-Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

196



Gap-Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 

Katalog Gab- Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat
Kabupaten 

197



Katalog Gap - Audit Internal Aplikasi dan Infrastruktur SPBE 

Katalog GAP - Audit Keamanan SPBE 

198



Katalog Gap - Fasilitasi Pengajuan Keputusan Bupati 

Katalog Gap - Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 

Katalog Gap - Lomba Pemilihan Duta Baca Pelajar Tingkat Kabupaten Muara
Enim

199



Katalog Gap - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 

Katalog Gap - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

200



Katalog Gap - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten / Kota 

Katalog Gap - Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE 

201



Katalog Gap - Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE 

Katalog Gap - Pelaksanaan Manajemen Resiko SPBE 

202



Katalog Gap - Pelayanan peningkatan kesehatan mental remaja melalui
SINDERELA 

Katalog Gap - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga
Kearsipan Daerah Kabupaten Muara Enim 

203



Katalog Gap - Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di
Seluruh Wilayan Kab/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan 

Katalog Gap - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Maintanance 

204



Katalog Gap - Pemeliharaan Jaringan dan Infrastruktur TIK 

Katalog Gap - Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 

Katalog Gap - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 

205



Katalog Gap-Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah
Kabupaten/Kota 

Katalog Gap - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten Muara
Enim 

206



Katalog Gap - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan
Elektronik 

Katalog GAP - Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 

207



Katalog Gap - Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif 

Katalog Gap - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota 

208



Katalog Gap - Pengentrian Data Pada Sistem Informasi KEarsipan Nasional
(SIKN) 

Katalog Gap - Peningkatan Kapasitas Pengelola Perpustakaan 
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Katalog Gap - Penyediaan Informasi Melalui JIKN 

Katalog Gap - Penyediaan Titik Baca 
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Katalog Gap - Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah 

Katalog Gap - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat
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Katalog Gap - Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar
Membaca

Katalog Gap-Fasilitasi bantuan hukum 

Katalog Gap Penerbitan Surat Bebas Temuan 
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Katalog Gap Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Katalog Gap Penyelenggaraan Jalan 

Katalog Gap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
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KATALOG GAP-Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten 

KG Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK 

Penyusunan RKA dan DPA Sekretariat Daerah 
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BAB III
PENUTUP
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Dokumen laporan Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim disusun dalam
rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 132
Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional. Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim yang telah disusun ini
menjadi pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah
Kabupaten Muara Enim untuk meningkatkan keterpaduan transformasi
digital dan keterpaduan layanan digital yang efektif, efisien, dan
berkesinambungan.



Pemerintah Daerah
Kabupaten Muara Enim


